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ORKESTRASI KEBIJAKAN DESA 
MERESPONS PANDEMI COVID-19
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Kebijakan menjaga kesehatan di masa 
pandemi Covid-19
(Desa Tanggap Covid-19) 
24 Maret 2020: SE Mendes PDTT 8/2020
tentang Desa Tanggap Covid-19

Kebijakan menjaga daya beli di masa 
pandemi Covid-19
(BLT Dana Desa)
13 April 2020: Permendesa PDTT 6/2020
tentang revisi prioritas penggunaan
dana desa 2020

Kebijakan menjaga kesempatan kerja di 
masa pandemi Covid-19
(Padat Karya Tunai Desa)
24 Maret 2020: SE Mendes PDTT 8/2020 
tentang Desa Tanggap Covid-19

Kebijakan mendukung desa inovatif
13 April 2020: Arahan Mendes PDTT 
pada Launching Pasardesa.id

1. Bumdes berbadan hukum
Nov 2020: UU 11/2020 serta RPP 
Bumdes

2. Kebijakan Transformasi UPK Eks
PNPM menjadi lembaga
keuangan mikro
21 Okt 2020: Launching 147 
Bumdesma pengelola lembaga
keuangan mikro bersama OJK     

Protokol adaptasi kebiasaan baru
desa
2 Juli 2020: Kepmendes PDTT 
63/2020 tentang Protokol Normal 
Baru Desa

SDGs Desa untuk
Prioritas Penggunaan
Dana Desa 2021
30 Sep 2020:
Permendesa PDTT
13/2020 tentang
prioritas penggunaan
dana desa 2021



PROTOTIPE KETAHANAN DESA 
MENGHADAPI PANDEMI COVID-19

1. Menahan penyebaran pandemi Covid-19, melalui Desa Tanggap Covid-19
2. Menahan pengangguran, melalui Padat Karya Tunai Desa
3. Mempertahankan daya beli, melalui BLT Dana Desa
4. Inovasi desa menangani Covid-19 secara mandiri
5. Peningkatan permodalan ke desa, melalui transformasi UPK PNPM 

menjadi Lembaga Keuangan Desa
6. Protokol adaptasi kebiasaan baru untuk menggerakkan kembali

perekonomian desa
7. Prioritas penggunaan dana desa 2021, untuk melanjutkan ketahanan desa
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PENGGUNAAN DANA DESA PER 15 DESEMBER 2020
Dana desa 2020 pertama kali cair di Kab Madiun, Jatim, pada 30 Januari 2020,
pada 193 desa
Penggunaan dana desa :
1. Desa Tanggap Covid-19: Rp 3.170.295.090.907
2. Padat Karya Tunai Desa: Rp 15.233.133.403.262
3. Pembangunan infrastruktur lainnya: Rp 8.435.917.303.735
4. Dana Desa untuk BLT Dana Desa : Rp 20.415.869.100.000
Total Dana Desa yang telah dipergunakan: Rp 47.255.214.897.904

Dana Desa dalam APBN TA 2020: Rp 71.190.000.000.000
Dana Desa telah digunakan: Rp 47.255.214.897.904
Sisa Dana Desa: Rp 23.934.785.102.096

Akan digunakan untuk
- BLT Dana Desa Desember 2020: Rp 8.045.700.900.000
- PKTD Desember 2020: Rp 15.889.084.202.096 4



DANA DESA UNTUK PENGUATAN KEBANGKITAN EKONOMI DESA 
MELALUI PKTD DAN BUMDES/MA
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Total Dana Desa dapat segera dibelanjakan Des 2020 untuk PKTD = 
Rp 15.889.084.202.096
Minimal 55% sisa dana desa digunakan untuk upah PKTD= 
Rp 8.738.996.311.153
Jumlah HOK = 87.389.963 HOK

1 orang bekerja 10 hari di bulan Desember 2020
Sehingga PKTD masih akan menyerap = 8.738.996 pekerja

Pelaksanaan PKTD dapat melalui Bumdes/ma
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PENGGUNAAN DANA DESA 
UNTUK PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD) 

PER 15 DESEMBER 2020
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No Uraian Alokasi Satuan %
1 Jumlah DD Cair 69.185.857.227.062 rupiah 100%

Alokasi DD untuk PKTD 15.233.133.403.262 rupiah 22%
2 Besaran Upah 3.907.356.084.208 rupiah 26%

Besaran Non Upah 11.325.777.319.055 rupiah 74%
3 Jumlah Pekerja 3.068.660 jiwa 100%

Pekerja Laki-laki 2.820.222 jiwa 92%
Pekerja Perempuan 248.438 jiwa 8%
Anggota Rumah Tangga Miskin (RTM) 1.499.838 jiwa 49%
Penganggur 637.774 jiwa 21%
Setengah penganggur 660.985 jiwa 22%
Kelompok marjinal Lain 16.194 jiwa 1%

Sumber: Kemendesa PDTT, 2020



KENAIKAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) 
DI DESA JAUH LEBIH RENDAH DARIPADA DI KOTA

(HASIL SURVAI ANGKATAN KERJA NASIONAL/SAKERNAS BPS, AGUSTUS 2020)
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TUGAS 
RELAWAN DESA 
LAWAN COVID-19

1. Memberikan edukasi ke masyarakat tentang
Covid-19

2. Mendata penduduk rentan sakit
3. Menyiapkan ruang isolasi Covid-19 di desa
4. Menyemprotkan disinfektan dan

menyediakan tempat cuci tangan dengan
sabun dan air mengalir

5. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi
dini, perlindungan dan pencegahan
penyebaran wabah yang dikoordinasikan
dengan Puskesmas

1. Menyediakan alat deteksi dini non medis
berupa daftar isian/formulir sebagai pedoman
wawancara atau yang diisioleh warga

2. Menyediakan informasi nomor telepon rumah
sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan
lain-lain

3. Mendirikan pos jaga gerbang desa (24 jam)
4. Memastikan tidak ada kerumunan
5. Penyiapan dan penanganan logistik untuk

kepentingan warga desa yang menjalani
isolasi serta untuk situasi darurat, baik
melalui Bumdes, lumbung desa, dll

13
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PENGGUNAAN DANA DESA 
UNTUK DESA TANGGAP COVID-19 PER 15 DESEMBER 2020

17

No Uraian Alokasi Satuan %
1 Jumlah DD Salur 69.185.857.227.062 rupiah 100%
2 Alokasi untuk Covid-19 3.170.295.090.907 rupiah 5%
3 Sosialisasi hidup sehat/lawan covid-19 59.125 desa 79%
4 Penyediaan tempat cuci tangan di tempat-tempat publik 56.056 desa 75%
5 Penyemprotan disinfektan 57.154 desa 76%
6 Pendirian Pos Relawan Desa Lawan Covid-19 56.436 desa 75%
7 Jumlah tempat tidur yang tersedia 85.168 unit
8 ODP di ruang isolasi 191.610 orang
9 Jumlah Pemudik/ Pendatang 1.044.558 orang

10 Jumlah masyarakat rentan sakit 119.860 orang
11 Pengadaan masker bagi warga 39.683 desa 53%
12 Jumlah Relawan 1.880.174 orang
Sumber: Kemendesa PDTT, 2020



INDIKASI MANFAAT KEBIJAKAN:
RESILIENSI DESA LAWAN COVID-19
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• Kegiatan Desa Tanggap Covid-19 tercatat sampai
level nasional

• Seluruh pendatang wajib melakukan isolasi mandiri
atau di ruang isolasi desa

• Kasus suspek dan terkonfirmasi Covid-19 di seluruh
desa jauh lebih rendah daripada nasional

• Desa merupakan garda terdepan dalam
penanganan Covid-19

18Sumber: Kemendesa PDTT, BNPB, 15  Nov 2020
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5. Referensi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

BLT DANA DESA
Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) 
adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 
dan Non Penerima Kartu Prakerja yang:
• kehilangan mata pencaharian (1,45 juta KPM);
• belum terdata (exclusion error) (5,31 juta KPM); 
• terdata namun belum pernah menerima JPS (947 ribu KPM);
• mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit 

menahun/kronis (311 ribu KPM)

Mekanisme Pendataan
1. Oleh Relawan Desa Lawan COVID-19 minimal 3 orang;
2. Basis pendataan RT dengan referensi DTKS (Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial)
3. Musyawarah Desa khusus untuk validasi, finalisasi, dan

penetapan peneriman BLT-Dana Desa yang ditandatangani oleh
Kepala Desa;

4. Pengesahan oleh Bupati/Walikota
20
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5. Referensi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

PENYALURAN BLT DANA DESA
PER 14 DESEMBER 2020

21

Termin Bulan Desa Salur KPM Rp.
1 Bulan 1 74.616 8.045.180 4.827.108.000.000
2 Bulan 2 74.352 7.884.167 4.730.500.200.000
3 Bulan 3 74.069 7.838.334 4.703.000.400.000
4 Bulan 4 66.816 6.616.713 1.985.013.900.000
5 Bulan 5 65.041 6.392.900 1.917.870.000.000
6 Bulan 6 61.138 5.941.674 1.782.502.200.000
7 Bulan 7 19.824 1.566.248 469.874.400.000

Jumlah 74.616 8.045.180 20.415.869.100.000
Sumber: Kemendesa PDTT, 2020 BLT Dana Desa pertama kali dicairkan pada 2 desa di Jombang pada 

23  April 2020
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5. Referensi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

KEPALA KELUARGA PENERIMA BLT DANA DESA
15 DESEMBER 2020

22

No Pekerjaan Jumlah %
1 Petani dan buruh tani 7.079.758 88%
2 Nelayan dan buruh nelayan 323.703 4%
3 Buruh pabrik 163.398 2%
4 Guru 68.438 1%
5 Pedagang dan UMKM 409.883 5%

Jumlah 8.045.180 100%

• Dari 8.045.180 KPM penerima BLT Dana Desa, ternyata 2.494.006 KPM adalah
perempuan kepala keluarga (PEKKA)
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PEMANFAATAN DANA DESA 2020 
BERKEADILAN

• Komposisi pemanfaat dari lapisan bawah desa
• BLT Dana Desa:  8.045.180 keluarga atau

39.260.478 jiwa
• ODP di ruang isolasi desa: 191.610 jiwa
• Padat Karya Tunai Desa: 3.068.660 jiwa

• Total pemanfaat langsung dana desa 2020 
per 15 Desember 2020: 42.520.748 jiwa atau
36,03% dari 118 juta warga desa
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PERAN PEMERINTAH 
DAERAH

• DTKS masih memiliki exclusion dan inclusion 
error karena sistem updating yang belum
sempurna. Oleh sebab itu pemerintah daerah
memegang peran penting dalam
mengidentifikasi calon penerima bantuan dan 
distribusi bantuan, terutama saat DTKS belum
diperbaharui,

• Pemerintah pusat perlu meningkatkan model 
kerja sama dengan pemerintah daerah demi 
keakuratan dan efisiensi penyaluran bantuan
seperti melalui mekanisme fleksibel bagi
pemerintah daerah untuk mengidentifikasi
calon penerima bantuan.

Saat ini banyak negara yang ingin meniru
BLT Dana Desa dan Indonesia tidak
menyadari bahwa Indonesia adalah
pelopor ide jaring pengaman sosial
komplementer seperti ini. Di negara 

mana lagi 2.7 juta kepala rumah tangga
perempuan bisa mendapatkan bantuan

tunai semasa pandemi seperti ini? 

Scott Guggenheim
Adjunct Professor, Global Human Development, 

Georgetown University

“

”

MELANGKAH KE DEPAN

Cakupan data sosial (DTKS) yang mencatat kelompok 40% terbawah belum
cukup. Indonesia memerlukan social registry yang mencakup setidaknya

kelompok 60% terbawah demi fleksibilitas desain dan penyasaran
program. Inovasi seperti BLT Dana Desa melalui community targeting, 

subsidi listrik sesuai daya, dan sistem on-demand Pra-Kerja merupakan
langkah yang baik. 

Jenis dan cakupan program bantuan sosial saat ini sudah cukup baik dalam
meningkatkan pendapatan namun belum bisa menjaga ataupun

meningkatkan produktivitas penerimanya. Kedepannya, dibutuhkan program 
yang bisa meningkatkan produktivitas pekerja semi formal dan informal agar 
manfaat bantuan lebih berkelanjutan (light conditionality).
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PERKEMBANGAN DAYA BELI RUMAH TANGGA
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• Daya beli rumah tangga
sudah mulai meningkat
pada Triwulan ke 3

• Pengeluaran rumah
tangga perdesaan
mencakup 14 persen dari
total pengeluaran rumah
tangga nasional

Sumber: bps.go.id



PERKEMBANGAN KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
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Contoh baik Desa Panggungharjo:
1. Menindaklanjuti SE Menteri Desa PDTT No 

8/2020, desa mengembangkan aplikasi Tanggap
Covid-19 (https://panggungharjo.desa.id/Covid/)

2. Media sosial internal desa menginformasikan
hasil rapid test, warga positif, dan warga di ruang
isolasi desa

3. Mengembangkan platform android pasardesa.id
sebagai market place lokal, sehingga tetap
menjaga jarak pedagang dan pembeli di desa-
desa yang berdekatan. Omset 10 bulan antara
13 April – 15 Des 2020 mencapai Rp 1,97 miliar

DESA DIGITAL 
MENANGANI PANDEMI COVID-19
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Toko Online BUMDes
MINIMARKET

Total: 13 Toko Online

Toko Online BUMDes
PERTANIAN

Total: 6 Toko Online

Toko Online BUMDes
PRODUK LOKAL

Total: 27 Toko Online

Toko Online BUMDes
PARIWISATA

Total: 8 Toko Online

Toko Online BUMDes
MULTI PRODUK

Total: 13 Toko Online
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TRANSFORMASI 
UNIT PENGELOLA KEUANGAN (UPK) Eks PNPM 

MENJADI 
LEMBAGA KEUANGAN DESA (LKD)

29

Lampiran Surat …
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TRANSFORMASI UPK EKS PNPM 
MENJADI LEMBAGA KEUANGAN DESA

• Kondisi Saat Ini
• Terdapat 5.300 UPK eks PNPM dengan total dana bergulir Rp 12,7 triliun serta aset senilai Rp 594 

miliar belum memiliki kepastian hukum
• Pengawasan secara profesional terhadap dana dan aset tersebut belum bisa dilaksanakan
• Aspirasi para pengelola UPK eks PNPM untuk segera mendapat kepastian hukum

• Potensi Pengembangan
• BUMDes/BUMDesma telah resmi sebagai badan hukum (UU Cipta Kerja)
• Arah pengembangan:

• Transformasi UPK menjadi Lembaga Keuangan Desa
• Lembaga Keuangan Desa sebagai unit usaha BUMDesma
• Lembaga Keuangan Desa dibina oleh Kemendesa PDTT

• Akan terdapat 5.300 Lembaga Keuangan Desa di seluruh Indonesia
• Jumlah Lembaga Keuangan Desa akan terus tumbuh dan berkembang

30
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• Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa
• adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama

desa-desa
• guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan

investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau
jenis usaha lainnya
• untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

32

BADAN HUKUM BUMDES/MA DALAM UU NOMOR 11/2020 
TENTANG CIPTA KERJA, PASAL 117
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ASUMSI DASAR AMANAH UU CIPTA KERJA TERKAIT BUM DESA 

BUM Desa sebagai
entitas badan hukum

Pengelolaan BUM Desa
mengedepankan asas
kekeluargaan dan 
kegotongroyongan

BUM Desa dapat
menjalankan usaha

bidang ekonomi
dan/atau layanan

umum

BUM Desa dapat
membentuk unit 
usaha berbadan
hukum
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BADAN HUKUM BUM DESA 

Kedudukan BUM Desa sebagai badan 
hukum diperoleh dan berlaku sejak

Peraturan Desa atau Peraturan
Bersama Kepala Desa diundangkan

Kedudukan badan hukum Unit Usaha 
BUM Desa terpisah dari BUM Desa
dan mengikuti ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Organisasi Pengelola BUM Desa
terpisah dari pemerintah Desa.
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KEGIATAN USAHA BUM DESA

Usaha BUM Desa
bidang ekonomi
dan/atau layanan
umum

Unit Usaha 1
Lembaga 
Keuangan

Unit Usaha 2
Pelayanan Air 
Bersih

Unit Usaha 3
Desa Wisata

Unit Usaha 4
Pasar Desa

Operating 
Company

Investment 
Company

untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat
Desa
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SDGs Desa

40



SDGs 18: KELEMBAGAAN DESA DINAMIS 
DAN BUDAYA DESA ADAPTIF 

Dasar pemikiran munculnya SDGs 18
• Menghargai keberadaan bangsa Indonesia yang sangat beragam

dalam agama, budaya, bahasa, adat istiadat, dll.
• Menampung kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan desa yang 

produktif agar bertahan, bahkan berkembang
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SDGs DESA Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan      �       A. Halim Iskandar

Buku Obor

A. Halim Iskandar adalah Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trans-
migrasi. Sebelum menjadi menteri, penulis 
mengemban amanah sebagai Ketua DPW PKB 
Jawa Timur dan Ketua DPRD Provinsi Jawa 
Timur. Lahir dan tumbuh besar di lingkungan 
Pesantren Denanyar Jombang, Jawa Timur, 
hingga saat ini penulis dikenal sebagai penggerak 

yang mendedikasikan hidupnya untuk pesantren dan Nahdlatul 
Ulama (NU).  Pendidikan S-1 bidang filsafat dan sosiologi pendidikan 
penulis selesaikan di IKIP Negeri Yogyakarta (sekarang Universitas 
Negeri Yogyakarta/UNY), dan pendidikan S-2 penulis tamatkan di 
IKIP Negeri Malang (sekarang Universitas Negeri Malang/UNM). Pada 
tahun 2020 ia memperoleh gelar doktor kehormatan (HC) di bidang 
pemberdayaan masyarakat dari Universitas Negeri Yogyakarta. 

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jl. Plaju No. 10, Jakarta 10230, Indonesia
T. + 62 (0)21 31926978, 31920114
F. + 62 (0)21 31924488
E-mail: yayasan_obor@cbn.net.id
http://www.obor.or.id

SDGs Desa adalah pembangunan total atas desa. Seluruh aspek 
pembangunan yang digagas PBB sejak pendirian hingga kini 
diterapkan, seluruh warga desa harus menjadi pemanfaatnya, tidak 
ada yang terlewat. Dan, kemajuan tiada akan berhenti, melainkan 
berkelanjutan bagi generasi-generasi mendatang. Mewujudkan desa 
tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, layak air bersih dan sanitasi, 
berenergi bersih dan terbarukan, infrastruktur dan inovasi sesuai 
kebutuhan. Warganya sehat dan sejahtera, menerima pendidikan 
berkualitas, perempuan berpartisipasi, menumbuhkan ekonomi 
merata, konsumsi dan produksi sadar lingkungan. Tinggal di 
permukiman yang aman dan nyaman, tanggap perubahan iklim, peduli 
lingkungan laut dan darat, damai berkeadilan, bermitra membangun 
desa. Dilengkapi tujuan khas SDGs Desa ke 18: kelembagaan desa 
dinamis dan budaya desa adaptif.

TRILOGI SDGs DESA #1

YOI
42
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1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa
1) pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi

BUMDes/BUMDesma
2) penyediaan listrik Desa
3) pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang 

dikelola BUMDes/ BUMDesma
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa

1) pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan 
pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

2) Pengembangan Desa wisata
3) penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di 

Desa
4) Desa inklusif

3. Adaptasi kebiasaan baru: Desa Aman Covid-19 44

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2021: 
PENCAPAIAN SDGs DESA



PANDUAN PENETAPAN 
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

1. Sesuai dengan
kewenangan

desa
2. Dikerjakan

secara swakelola

3. Dikerjakan dengan
metode Padat Karya
Tunai Desa (PKTD)
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